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KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 175/15/SEKR- DPRD/2019
TENTANG

STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public
wajib menetapkan standar pelayanan.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka
perlu ditetapkan perubahan standar pelayanan untuk seluruh jenis
pelayanan dengan keputusan sekretaris DPRD Kota Payakumbuh;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
19);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

9. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Standar pelayanan pada Sekretariat DPRDKOta PAyakumbuh sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Standar Pelayanan pada SEkretariat DPRD Kota PAyakumbuh meliputi Ruang
lingkup pelayanan:

1. Standar Pelayanan Rapat-rapat

2. Standar Pelayanan Reses

3. Standar Pelayanan Gaji Staf Ahli Fraksi

4. Standar Pelayanan Hearing

5. Standar Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat
Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal Juni 2019

SEKRETARIS DPRD
KOTA P UMBUH,

ELVIJAYA, S.T
NIP. 196410311986021001



STANDAR PELAYANAN RAPAT-RAPAT

LAMPIRAN SK SEKRETARIS DPRD KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 175/15/SEKR-DPRD/2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA PAYAKUMBUH

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 | Persyaratan 1 Dijadwalkan diagenda DPRD melalui BAMUS
2 Undangan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta OPD
terkait
3 Dihadiri minimlah 2/3 Anggota DPRD
2 | Sistim, Mekanisme dan 1 Undangan diterima oleh pimpinan dan anggota terkait
Prosedur rapat
2 Bagian umum dan pihak terkait mempersiapkan seluruh
kebutuhan rapat (ruangan, sound system serta snack
3 Penyiapan absensi anggota beserta pimpinan
4 Setelah memenuhi quorum, rapat dimulai
5 Rapat dipinpin oleh pimpinan DPRD
3 | Jangka Waktu Sesuai kebutuhan
4 | Biaya Biaya snack untuk peserta disesuaikan dengan SAB
5 | Produk Layanan Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Internal
6 | Ruangan Pengaduan Saran & E-mail : dprdkotapayakumbuh@gmail.com

Masukan

Telepon : 0752.93944

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 | Sarana Prasaranan dan/ atau a Komputer : 3unit
Fasilitas b Printer : 3unit
¢ Jaringan 1 unit
d AC : 6unit
2 | Kompetensi Pelaksana - Terampil penggunaan komputer dan teknologi informasi
- Mampu bersikap ramah sopan dan komunikatif
- Disiplin dan tepat waktu dalam pelaksanaan
3 | Pengawasan Internal Berjenjang mulai dari Kasubag sampai dengan Sekretaris
Dewan
4 | Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana 10 orang dengan rincian :
- 1 Notulen
- 1 Dokumentasi
- 8 Konsumsi, Pelaksana Rapat dan Kebersihan
5 | Jaminan Pelayanan - Adanya SOP
- Adanya kode etik pegawai
- Melaksanakan pelayanan maksimal pada peserta rapat
6 | Jaminan Keamanan dan Semua sarana dan prasarana tetap diberikan pada peserta
Keselamatan Pelayanan rapat walaupun tidak hadir
7 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Rapat koordinasi internal sekretariat




STANDAR PELAYANAN RESES

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 | Persyaratan 1 Terjadwal dalam rapat Bamus
2 Ketersediaan dana untuk makan minum dan perlengkapan
3 Sarana dan prasarana pertemuan
4 Undangan kepada masyarakat
2 | Sistim, Mekanisme dan 1 Menyusun jadwal penentuan
Prosedur 2 Menyebarkan undangan
3 Melaksanakan tatap muka, dialog
4 Terkumpulnya aspirasi masyarakat kota
3 | Jangka Waktu Pelaksanaan reses 3 jam tatap muka
4 | Biaya Biaya makan minum peserta disesuaikan dengan SAB
Produk Layanan Terhimpunnya aspirasi masyarakat terkait masalah sosial,
ekonomi dan pembangunan
6 | Ruangan Pengaduan Saran & E-mail : dprdkotapayakumbuh@gmail.com

Masukan

Telepon : 0752.93944

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 | Sarana Prasaranan dan/ atau - Komputer 1 unit
Fasilitas
2 | Kompetensi Pelaksana - Terampil penggunaan komputer dan teknologi informasi
- Mampu bersikap ramah sopan dan komunikatif
_ Cermat dalam menganalisa dan mempelajari ketersediaan
anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang
berlaku
3 | Pengawasan Internal - Berjenjang mulai dari Kasubag sampai dengan Sekretaris
Dewan
- Kontrol dari Pimpinan DPRD
4 | Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana 28 orang dengan rincian :
- 3 orang Sekretariat
- 25 orang pendamping pelaksana reses masing-masing
Anggota DPRD
5 | Jaminan Pelayanan - Adanya SOP
- Adanya kode etik pegawai
- Tersedianya ATK dan Administrasi lainnya
6 | Jaminan Keamanan dan Pendamping bertanggung jawab penuh dalam reses
Keselamatan Pelayanan
7 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Rapat koordinasi sebelum dan setelah pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN GAIJI STAF AHLI FRAKSI

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 | Persyaratan 1 Rekap absen
2 Laporan kegiatan fraksi selama satu bulan
2 | Sistim, Mekanisme dan 1 Tenaga ahli fraksi menyampaikan rekap absen ke Bagian
Prosedur Umum
2 Tenaga ahli fraksi menyerahkan rekap kegiatan fraksi yang
dilaksanakan selama satu bulan ke Bagian Umum
Bagian umum memerintahkan untuk membayar gaji
3 kepada Bendahara
4 Staf ahli fraksi dapat mengambil gaji yang menjadi haknya
3 | Jangka Waktu 15 Menit
4 | Biaya Tidak ada
5 | Produk Layanan Pembayaran gaji staf ahli fraksi
6 | Ruangan Pengaduan Saran & E-mail : dprdkotapayakumbuh@gmail.com

Masukan

Telepon : 0752.93944

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 | Sarana Prasaranan dan/ atau - Komputer 1 unit
Fasilitas
2 | Kompetensi Pelaksana - Terampil penggunaan komputer dan teknologi informasi
- Mampu bersikap ramah sopan dan komunikatif
3 | Pengawasan Internal - Pengawasan berjenjang dan Pengawasan dari Ketua Fraksi
4 | Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana 3 orang dengan rincian :
- 1 orang Administrasi
- 1orang Bendahara
- 1 orang PPTK (Kontrol)
5 | Jaminan Pelayanan - Tersedianya ATK dan dana
6 | Jaminan Keamanan dan Jaminan Keamanan jika ada kekurangan bahan dalam
Keselamatan Pelayanan Menjalankan fungsi staf ahli, maka wajib diberitahu dan
dibantu
7 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Rapat koordinasi Rapat dengan Pimpinan Fraksi




STANDAR PELAYANAN HEARING

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 Ada surat masuk / pengaduan masyarakat terkait
1 | Persyaratan permasalahan sosial, ekonomi dan pembangunan
2 Terjadwal diagenda DPRD
3 Undangan kepada masyarakat
2 | Sistim, Mekanisme dan 1 Surat masuk melalui bagian umum
Prosedur
2 Ditindaklanjuti dengan meneruskan surat pada pimpinan
DPRD
3 Pimpinan DPRD memerintahkan untuk diagendakan di
Bamus
4 Dilaksanakan hearing dengan komisi terkait, dihadiri oleh
pimpinan
3 | Jangka Waktu 3 sampai dengan 4 jam
4 | Biaya Biaya makan minum peserta disesuaikan dengan SAB
Terselenggaranya hearing yang menerima masukan dari
5 | Produk Layanan masyarakat
6 | Ruangan Pengaduan Saran & E-mail : dprdkotapayakumbuh@gmail.com

Masukan

Telepon : 0752.93944

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 | Sarana Prasaranan dan/ atau - Komputer : 1lunit
Fasilitas
2 | Kompetensi Pelaksana - Terampil penggunaan komputer dan teknologi informasi
- Mampu bersikap ramah sopan dan komunikatif
_ Cermat dalam menganalisa dan mempelajari ketersediaan
anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang
berlaku
3 | Pengawasan Internal - Berjenjang mulai dari Kasubag sampai dengan Sekretaris
Dewan
- Kontrol dari Pimpinan DPRD
4 | Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana 10 orang dengan rincian :
- 1 Notulen
- 1 Dokumentasi
- 8 Konsumsi, Pelaksana Hearing dan Kebersihan
5 | Jaminan Pelayanan - Adanya SOP
- Adanya kode etik pegawai
- Tersedianya ATK dan Administrasi lainnya
6 | Jaminan Keamanan dan Pelayanan maksimal pada peserta hearing
Keselamatan Pelayanan
7 | Evaluasi Kinerja Pelaksana - Rapat koordinasi Sekretariat DPRD

- Pelaksanaan hearing dengan peserta




STANDAR PELAYANAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

A. MASYARAKAT

1. Membawa/menyampaikan aspirasi dan kelengkapannya
2. Menyerahkan kepada petugas front office

B. FRONT OFFICE

. Menerima dan meneliti surat aspirasi yang disampaikan masyarakat
. Mencatat surat aspirasi masyarakat dalam agenda surat masuk

. Memberikan tanda terima surat/berkas

. Meneruskan surat/berkas aspirasi kepada back office

A W N

C. BACK OFFICE

. Meneruskan kepada Sekretaris DPRD untuk diteruskan kepada pimpinan DPRD

. Meneruskan aspirasi kepada komisi atau alat kelengkapan DPRD lainnya setelah mendapatkan arahan
. Mempersiapkan seuruh kebutuhan untuk aspirasi yang penanganannya melalui hearing

. Mencatat dan menyampaikan hasil hearing untuk disampaikan secara resmi ekpada masyarakat

yang menyampaikan aspirasi.

A W N

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN
1 | Sarana Prasaranan dan/ atau - Komputer : 1unit
Fasilitas
2 | Kompetensi Pelaksana - Komunikatif
3 | Pengawasan Internal - Berjenjang mulai dari Kasubag sampai dengan Sekretaris
Dewan ditambah petugas keamanan aparat penegak
hukum
4 | Jumlah Pelaksana 20 orang
5 | Jaminan Pelayanan - Adanya SOP
- Adanya kode etik pegawai
- Bantuan dari aparat keamanan
6 | Jaminan Keamanan dan Jaminan terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat
Keselamatan Pelayanan Secara kondusif
7 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Rapat koordinasi internal dan aparat keamanan




